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Hal : Perubahan  (Revisi)  Pendaftaran  Uji  Kompetensi  Jabatan 
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Yth.
1. Instansi Pusat: Kepala Biro Kepegawaian/SDM/Organisasi Kementerian/Lembaga
2. Instansi Daerah: Kepala BKD/BPSDM/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota
di
Tempat

Menindaklanjuti  Surat  Edaran  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji 
Kompetensi   Jabatan  Fungsional,  Pusat  Pembinaan  Pendidikan  Pelatihan  Perencana 
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan 
Nasional, perlu menyesuaikan kembali ketentuan-ketentuan dalam surat kami sebelumnya 
tentang  pendaftaran  uji  kompetensi  jabatan  fungsional  perencana  tahun  2024.  Adapun 
ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sebelumnya di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Jabatan  Fungsional,  telah  dijelaskan 
pengangkatan  dalam Jabatan  Fungsional  harus  memperhatikan  ketentuan-ketentuan 
dalam:

1. Pasal 11 dan Pasal 12, sudah cukup jelas;

2. Pasal 14 sampai dengan Pasal 20, sudah cukup jelas;

3. Pasal 21, berdasar SE MENPAN 3/2024 poin nomor (4), ditambahkan klausul “dalam 

4. Pasal 22, sudah cukup jelas; dan

5. Pasal 28 dan Pasal 29, sudah cukup jelas.

2. Menyertakan…
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1. poin nomor 2, ditambahkan kalimat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

sebelumnya,  kami  adakan  perubahan  dan  perbaikan  seperlunya  di  lampiran   surat, 
Ketentuan  dan  Persyaratan  Uji  Kompetensi  Jabatan   Fungsional  Perencana  –  B. 
Persyaratan Umum, sebagaimana berikut:

hal  terdapat  lowongan  kebutuhan  pada  unit  organisasi,  perpindahan  horizontal  dari 
jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional  kategori  keahlian selain  jenjang ahli 
pertama  dapat  dipertimbangkan  bagi  PNS  yang  memiliki  pangkat/golongan  ruang 
lebih tinggi dari jenjang jabatan ahli pertama”;

2. Terkait dengan angka 1 butir (3) di atas, surat penawaran uji kompetensi JFP tahun 2024 
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2. Menyertakan:  (1)  surat  pernyataan  ketersediaan  formasi  kebutuhan  JFP 
(lowongan formasi jabatan) di Unit Kerja yang ditandatangani oleh JPT Pratama 
(Eselon  II)  yang  bertanggung  jawab  menangani  kepegawaian  dan/atau 
organisasi  (menangani  anjab,  abk,  dan  penghitungan  formasi),  dengan 
melampirkan (2) peraturan Pejabat Pembina Kepegawaian tentang penetapan 
formasi jabatan, dan disertai lampiran (3) persetujuan/penetapan formasi yang 
dikeluarkan oleh Kementerian PANRB;

horizontal dari jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional kategori keahlian 
selain  jenjang  ahli  pertama dapat  dipertimbangkan bagi  PNS yang memiliki 
pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jenjang jabatan ahli pertama dengan 
ketentuan:
1) Memenuhi kesesuaian kualifikasi kompetensi persyaratan jabatan yang akan 

3) Berdasarkan  pertimbangan  butir  1)  dan  2)  diatas,  maka  Kepegawaian 

3. Selanjutnya,  terkait  dengan  persyaratan  dan  ketentuan  lain  dalam  surat  Kepala 

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan 
dan Pelatihan Perencana

${ttd}

Wignyo Adiyoso
Tembusan:
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga;
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota. 
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untuk ke jenjang JFP Ahli Madya yang dibuktikan dengan SK Jabatan;
2) Setelah  lulus  uji  kompetensi,  angka  kredit  yang  ditetapkan  berdasarkan 

2023; 

dapat dipertimbangkan mengikuti uji kompetensi  sesuai dengan pangkat  dan 
membuat  pernyataan   bahwa  yang  berangkutan  memenuhi  syarat   untuk 

golongan pada jabatan tersebut.

konversi predikat kinerja secara  proporsional  sesuai dengan jenjang yang
 akan diduduki   sesuai dengan jenjang saat ini sebagaimana diatur dalam
 

 
diduduki  dibuktikan  dengan  surat  pengalaman  (riwayat)  jabatan  pernah
menjabat sebagai  Eselon 4 untuk ke jenjang JFP Ahli Muda atau Eselon 3 

Ketentuan  dan prosedur perpindahan jabatan  dalam Perka BKN 3 Tahun
 

dinyatakan masih tetap berlaku. 

Pusbindiklatren  Nomor   B-25248/P.01/DL.06.04/12/2023   tanggal  28  Desember  2023
 perihal  Pendaftaran  Uji   Kompetensi  Jabatan  Fungsional   Perencana  Tahun  2024,
 

2.  poin  nomor  5,  ditambahkan  1  (satu  huruf  yakni  huruf  e,  sehingga  berbunyi  sebagai 
berikut:

e. dalam  hal  terdapat  lowongan  kebutuhan  pada  unit  organisasi,  perpindahan 
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Hal : Pendaftaran Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana
Tahun 2024

Yth.
1. Instansi Pusat: Kepala Biro Kepegawaian/SDM/Organisasi Kementerian/Lembaga
2. Instansi Daerah: Kepala BKD/BPSDM/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota
di
Tempat

Menindaklanjuti  Peraturan  Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang  Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai  Negeri
Sipil, Paragraf 4 - Pengangkatan dan Persyaratan Jabatan Fungsional (JF), Pasal  76 ayat
(1.e)  -  Pengangkatan  dalam  JF  keahlian  melalui  perpindahan  dari  Jabatan  lain  harus
memenuhi persyaratan mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,
dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh
instansi pembina.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional, telah dijelaskan pengangkatan
dalam Jabatan Fungsional harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam:

1. Pasal 11 dan Pasal 12;

2. Pasal 14 sampai dengan Pasal 20;

3. Pasal 21 dan Pasal 22; dan

4. Pasal 28 dan Pasal 29.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pada tahun 2024 Kementerian PPN/Bappenas
selaku Instansi Pembina JFP cq. Pusbindiklatren akan menyelenggarakan Uji Kompetensi
Jabatan  Fungsional  Perencana  (JFP)  dengan  ketentuan,  persyaratan  serta  jadwal
sebagaimana terlampir. 

Atas…
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Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan
dan Pelatihan Perencana

Wignyo Adiyoso

Tembusan:
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga;
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota.
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Lampiran Surat
Nomor : B-25248/P.01/DL.06.04/12/2023
Tanggal : 28 Desember 2023

KETENTUAN DAN PERSYARATAN
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

A. KETENTUAN UMUM

1. Uji  Kompetensi  Jabatan  Fungsional  Perencana  yang  selanjutnya  disebut  uji
kompetensi, adalah uji kompetensi teknis yang terdiri dari spesifik ekonomi, spesifik
sosial spesifik spasial, dan teknis perencanaan. Uji kompetensi diperuntukkan bagi
Perencana  yang  akan  menduduki  jabatan  setingkat  lebih  tinggi  dan/atau
perpindahan jabatan dari jabatan lain ke dalam JFP;

2. Pendaftaran  uji  kompetensi  dilakukan  secara  online melalui  laman  Pusat
Pembinaan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Perencana  (Pusbindiklatren)  Bappenas  di
www.pusbindiklatren.bappenas.go.id,  yang selanjutnya  formulir  online dicetak dan
ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dan  Atasan Langsung serendah-
rendahnya  JPT Pratama (Eselon II).  Pendaftaran ditutup tanggal 31  Juli  2024
pukul 23.59 WIB, dengan pembagian jadwal sebagai berikut:

a. Jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya:

No
.

Uji
Kompetensi

Kelengkapan Pendaftaran Pelaksanaan Uji
KompetensiBatas dokumen Verifikasi

1 Gelombang I 31 Januari 2024 Februari 30-31 Maret 2024

2 Gelombang II 31 Maret 2024 April 25-26 Mei 2024

3 Gelombang III 31 Mei 2024 Juni 27-28 Juli 2024

4 Gelombang IV 31 Juli 2024 Agustus 28-29 September 2024

5 Gelombang V 30 September 2024 Oktober 23-24 November 2024

Catatan: uji kompetensi akan diselenggarakan secara daring (online), sedangkan uji kompetensi
luring (offline), lokasi akan ditentukan oleh Pusbindiklatren.  

 Untuk pembekalan materi  uji  kompetensi ahli  pertama, ahli  muda, dan ahli
madya  selama  tahun  2024,  akan  diselenggarakan  sebanyak  3  (tiga)  kali,
dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian.    

b. Jenjang Ahli Utama, rangkaian proses uji kompetensi adalah selama ± 4 bulan: 
 Angkatan I, bulan April  s.d. Juli 2024, dengan batas kelengkapan dokumen

tanggal 31 Maret 2024;
 Angkatan  II,  bulan  Juni  s.d  September  2024,  dengan  batas  kelengkapan

dokumen tanggal 31 Mei 2024.

3. Para peserta yang telah mendaftar wajib melengkapi semua dokumen kelengkapan
sesuai dengan tabel pada poin nomor 3 butir (a), bagi yang tidak dapat melengkapi
dokumen sesuai ketentuan tersebut, maka tidak akan diproses lebih lanjut; 

4. Bagi…
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4. Bagi  para  calon  peserta  uji  kompetensi  yang sudah  pernah  mendaftar  di  tahun
sebelumnya  tetapi  belum  dapat  mengikuti  uji  kompetensi,  silahkan  mendaftar
kembali dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan dan persyaratan pendaftaran;

5. Biaya  bahan,  sewa  ruang  meeting  virtual (online), sewa  gedung  (luring) dan
pengawas  yang  diperlukan  untuk  pelaksanaan  uji  kompetensi, ditanggung  oleh
Pusbindiklatren  Bappenas,  sedangkan  Instansi  asal  peserta  menanggung  biaya
lainnya selain yang ditanggung oleh Pusbindiklatren;

6. Terkait dengan poin nomor 5, Pusbindiklatren juga membuka penyelenggaraan uji
kompetensi  bagi  masing-masing Instansi  Pengguna JFP secara mandiri,  dengan
ketentuan  penyelenggara  harus oleh  Pusbindiklatren,  sedangkan  semua  biaya
yang  ditimbulkan  terkait  pelaksanaan  uji  kompetensi,  sepenuhnya  ditanggung
oleh masing-masing instansi;

7. Pusbindiklatren akan memanggil para calon peserta untuk mengikuti uji kompetensi,
dan  mengeluarkan  hasil  uji  kompetensi  berupa  sertifikat bagi  yang  lulus  uji
kompetensi,  sedangkan  Penilaian  Angka  Kredit  Perencana diterbitkan  dan/  atau
dikeluarkan oleh masing-masing Instansi asal peserta;

8. Terkait dengan poin nomor 7, apabila terdapat perubahan data calon peserta baik
perubahan  golongan/pangkat,  jabatan,  unit  kerja  maupun  instansi,  maka  calon
peserta  wajib memperbaharui  surat  usulan  dari  kepegawaian  dan  formulir
pendaftaran  melalui  aplikasi  online Simdiklat serta  mengirimkan  kembali  ke
Pusbindiklatren;

9. Dokumen kelengkapan  persyaratan uji  kompetensi  yang  tidak  lengkap  dianggap
tidak memenuhi syarat administrasi dan tidak akan diproses lebih lanjut;

10. Surat pendaftaran dan dokumen pendukung lainnya disampaikan kepada Kepala
Pusbindiklatren  Bappenas,  c.q.  Kelompok Kerja  Pengembangan dan Pembinaan
JFP, Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10320;

B. PERSYARATAN UMUM

1. Melampirkan surat usulan mengikuti uji kompetensi,  yang ditandatangani oleh JPT
Pratama (Eselon II) yang bertanggung jawab menangani kepegawaian;

2. Menyertakan: (1) surat pernyataan ketersediaan formasi kebutuhan JFP (lowongan
formasi jabatan) di Unit  Kerja yang ditandatangani  oleh JPT Pratama (Eselon II)
yang bertanggung jawab menangani kepegawaian dan/ atau organisasi (menangani
anjab, abk, dan penghitungan formasi), dengan melampirkan (2) peraturan Pejabat
Pembina Kepegawaian tentang penetapan formasi jabatan;

3. PNS 100% dengan Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/a), berpendidikan
minimal Strata 1 (S1) dan/atau Diploma IV (DIV) dari semua disiplin ilmu;

4. Bagi  Perencana  yang  mengikuti  uji  kompetensi  dengan  tujuan  untuk  memenuhi
persyaratan naik  jabatan wajib  melampirkan salinan SK pengangkatan ke dalam
JFP dan salinan Penetapan Akumulasi Angka Kredit (PAAK) terakhir;

5. Bagi  PNS  yang  mengikuti  uji  kompetensi  dengan  tujuan  untuk  memenuhi
persyaratan  alih/perpindahan  jabatan  ke  dalam  JFP  mohon  memperhatikan/
mempertimbangkan:

a. batas…
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a. batas  usia  pada  saat  pengangkatan/  pelantikan  jabatan,  setinggi-tingginya
adalah:

 53 tahun  bagi  yang  akan  menduduki  jabatan  fungsional  perencana  ahli
pertama dan ahli muda;

 55 tahun  bagi  yang  akan  menduduki  jabatan  fungsional  perencana  ahli
madya;

b. khusus bagi yang akan ke JFP Ahli Utama, ketentuan sebagai berikut:

 Masih menduduki minimal Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama;

 Masih menduduki JF Ahli Utama lainnya;

Bagi  JPT  yang  akan  melakukan  perpindahan  jabatan  juga  wajib  mengikuti
ketentuan  Pengangkatan,  Pemberhentian,  Pembinaan  dan  Pengembangan
Jabatan Fungsional Ahli Utama sesuai Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor.
B-143/M.Setneg/D-3/AP.01/2018  tanggal  26  Februari  2018 dan  Surat  Menteri
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor.
B/400/M.SM.02.00/2022 tanggal 15 Juli 2022 sebagaimana terlampir.

c. Melampirkan  surat  keterangan  pernah  bekerja  di  unit  kerja  perencanaan
sekurang-kurangnya 2 tahun yang ditandatangani oleh atasan langsung minimal
JPT Pratama (Eselon II) atau ditandatangani oleh JPT Pratama yang mengurusi
Kepegawaian;

d. Melampirkan  surat  pernyataan  dari  pengelola  kepegawaian  bahwa  akan
melakukan  proses  pengangkatan/pelantikan ke  dalam JFP bagi  peserta  yang
lulus uji kompetensi selama sertifikat masih berlaku.

6. Mengisi dan melengkapi data-data sesuai dengan formulir isian online yang ada di
laman  Pusbindiklatren  Bappenas  dan  mengirimkan  berkas  kelengkapan
pendaftaran pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

 Ketentuan Umum (A) poin nomor 2 dan Persyaratan Umum (B) poin nomor 1, 2,
5c dan 5d adalah wajib dokumen asli;

 Persyaratan Umum (B) poin nomor 3 dan 4 adalah salinan/fotokopi dokumen.

 Berkas/dokumen  kelengkapan  merupakan  lampiran  dari  surat  usulan
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum (A) poin nomor 10.

C. PERSYARATAN KHUSUS UJI KOMPETENSI JFP

UJI
KOMPETENSI
PERENCANA

AHLI PERTAMA

UJI KOMPETENSI
PERENCANA AHLI    MUDA

UJI KOMPETENSI
PERENCANA AHLI MADYA

UJI KOMPETENSI
PERENCANA AHLI UTAMA

Pindah Jabatan Pindah
Jabatan

Naik
Jabatan

Pindah
Jabatan

Naik
Jabatan

Pindah
Jabatan

Naik
Jabatan

Pangkat/
Golongan 
(minimal)

Jabatan 
Pelaksana di 
semua pangkat/ 
golongan dan JF 
Ahli Pertama 
lainnya

Pejabat 
Pengawas di 
semua 
pangkat/ 
golongan dan 
JF Ahli Muda 
lainnya

Perencana 
Ahli 
Pertama, 
Penata Muda
Tingkat 1 
(III/b)

Pejabat 
Administrator 
di semua 
pangkat/ 
golongan dan 
JF Ahli Madya 
lainnya

Perencana
Ahli Muda, 
Penata 
Tingkat 1 
(III/d)

Pejabat 
Pimpinan 
Tinggi dan 
Perencana Ahli
Utama lainnya

Perencana 
Ahli Madya, 
Pembina 
Utama Muda
(IV/c)
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UJI
KOMPETENSI
PERENCANA

AHLI PERTAMA

UJI KOMPETENSI
PERENCANA AHLI    MUDA

UJI KOMPETENSI
PERENCANA AHLI MADYA

UJI KOMPETENSI
PERENCANA AHLI UTAMA

Pindah Jabatan Pindah
Jabatan

Naik
Jabatan

Pindah
Jabatan

Naik
Jabatan

Pindah
Jabatan

Naik
Jabatan

Angka 
Kredit 
Kumulatif/ 
AKK 
Integrasi
(minimal) 

  100 AK  200 AK  450 AK

Hasil Kerja 
Minimal 
(HKM)

   

Publikasi
Policy
Paper
Level

Instansi



Publikasi
Policy Paper

Nasional/
Internasional

Lampiran Surat keterangan
pernah bekerja di

unit kerja
perencanaan

minimal 2 tahun.

Surat
keterangan

pernah bekerja
di unit kerja

perencanaan
minimal 2

tahun.



Surat
keterangan

pernah bekerja
di unit kerja

perencanaan
minimal 2

tahun.



Surat
keterangan

pernah bekerja
di unit kerja

perencanaan
minimal 2

tahun.



Himbauan: agar selalu berhati-hati terhadap segala macam modus penipuan yang dilakukan oleh
pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan mengatasnamakan Pusbindiklatren Bappenas baik
melalui  surat,  media  cetak,  media  sosial  maupun  media-media  lainnya.  Informasi  lebih  lanjut
mengenai  pendaftaran  uji  kompetensi  JFP  dapat  diperoleh  melalui  Pokja  Pembinaan  dan
Pengembangan JFP, di nomor (021) 31928279, 31928280, 31928285.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan
dan Pelatihan Perencana

Wignyo Adiyoso
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